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BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMORS52 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Rencana Keija Pembangunan Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2020 dan pergeseran kegiatan antar Organisasi
Perangkat Daerah serta dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah  Tahun 2020 dan
menetapkannya dengan Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5597); Sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan
Stabilitas Sistemm Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Desease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau dalam
rangka menghadapi ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2020 {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560j;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 868);

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 29/PRT/ M/2018 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Deases 2019 Di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa TA 2020
Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 377);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 379);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2020 Tentang
Pengelolaan  Cadangan Dana Alokasi Khusus  Fisik
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 678);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 782);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2020;

Peraturan Daerah  Kabupaten Pesawaran Nomor 23
Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3
Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016
Nomor 15);

Peraturan Daerah  Kabupaten Pesawaran Nomor 6
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 61);

Peraturan Daerah  Kabupaten Pesawaran Nomor 8
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019
Nomor 48);

Peraturan Daerah  Kabupaten Pesawaran  Nomor 3
Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020
Nomor 51);

Peraturan Gubemur Lampung Nomor Tahun 2020 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2021 Nomor ).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
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Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Pesawaran.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah Kabupaten di
Provinsi Lampung.

Bupati adalah Bupati Pesawaran.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pesawaran yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD
Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran yang memuat
visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu
20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai
dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pesawaran yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD
Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran yang memuat
penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun
2016 sampai dengan tahun 2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang
selanjutnya disingkat dengan RKPD Kabupaten Pesawaran
adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pesawaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara
kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai
di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah
karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan
karakteristik  bersifat penting, mendasar, mendesak,
berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian
tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang
akan datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya
disingkat dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku
pembangunan dalam rangka menyusun rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang
diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.

Prakiraan maju (forward estimate) adalah perhitungan
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun
yvang direncanakan guna memastikan kesinambungan
program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikutnya.
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Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode satu (1) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disingkat dengan RKA-PD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari
RKPD dan Renstra-PD yang bersangkutan dalam satu tahun
anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode satu (1) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-PD.

Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan
program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil
oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
Program Pembangunan adalah program-program indikatif
yang merupakan penjabaran kebijakan Bupati dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan Visi dan Misi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran {output) dalam bentuk barang/jasa.

Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak
yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat
atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stakeholder
dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang
memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan
keputusan/ pelaksanaan pembangunan.

Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan
untuk menghadirkan stakeholder dalam rangka
mendiskusikan dan memahami isu dan permasalahan
strategis pembangunan daerah; merumuskan kesepakatan
tentang prioritas pembangunan dan mencapai konsensus
tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah.
Konsultasi publik dilakukan pada berbagai skala, tahapan
dan tingkatan pengambilan keputusan perencanaan daerah.
Konsultasi publik dapat berupa musrenbang di tingkat
kabupaten/kota, konsultasi forum stakeholder atau focus
group discussions di tingkat Perangkat Daerah maupun di
tingkat lintas Perangkat Daerah.




27. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program
prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah
dicanangkan semenjak masa kampanye, dan
mempertimbangkan hal penting lainnya.

28. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan
Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara
nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan
keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

29. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan
pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk
mencapai sasaran RPJMD.

30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

31.Program pembangunan Daerah adalah program strategis
Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai
instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

32. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pasal 2

{1} Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2020, disajikan
dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB1 : PENDAHULUAN

b. BABII : EVALUASI HASIL TRIWULAN 1I TAHUN
BERKENAAN.

c. BABIII : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH.

d. BABIV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH.

e. BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.
BAB VI : PENUTUP.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dijadikan :

a. Dasar Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.




b. Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan
Perubahan PPAS.

c. Landasan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD.

d. Bahan Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 28 afustus 2020

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

EWANGSA
AERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR 430



— KEMILAU

PESAWARAN

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020
merupakan kelanjutan dari RKPD Tahun 2020 dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain, baik
perencanaan tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Perangkat Daerah
(PD). Dalam penyusunannya telah menyelaraskan dengan dokumen yang
ada pada tingkatan tersebut. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten
Pesawaran Tahun 2020 juga telah mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah dengan memperhatikan pelaksanaan program Kkegiatan
yang menjadi prioritas pembangunan demi terwujudnya visi dan misi
pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD dalam menjawab
tantangan dan permasalahan tidak hanya ditentukan oleh jajaran
pemerintah, namun sangat membutuhkan dukungan masyarakat untuk
dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, oleh karena itu
upaya mendorong partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting
yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya masing-masing.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-
sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020 maupun
Perubahan RKPD Tahun 2020, wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi,
efektivitas, transparansi, akuntabihtas, dan partisipasi.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi
maupun dalam kerangka anggaran pemerintah dan pelayanan umum,
mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara
kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu
instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan
fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta
pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten,
serta Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Demikian Perubahan RKPD ini disusun sebagai pedoman Perangkat
Daerah dalam Penyusunan Anggaran Pembangunan dan Pedoman dalam
Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020.

Perubahan RencanaKeija Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Petawaran Tahun 3020



